
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 72 / M.PPN/HK/O 2 / 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PELAKSANAAN PERAruRAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG KO O RD INAS I DAN INTEG RASI PENYELENGGA RAAN TRANSMI GRASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rungka mentpercepat revitalisasi kawasan

transnrigrasi sebagai bentuk dukungan pencaparan sasaran

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan anlarwilayah dan meningkatkan keunggtilan
konrpetitif pusat-pusat pertambuhan wilayah, perlu

drlaku,kan penguatan koordinasi dan rntegtasi
penyelenggaraan transmigrasi sebagai pelaksanaan dan

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi

dan lntegrasi Penyelengg araan Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurwf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2078
tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan

Transmigrasil

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tetcantunt dalam

Lampiran Keputusan ini dianggap mamry dan memenuhi

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tagas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Petaturan

Presiden Nomor 50 Tahun 20'18 tentang Koordinasi dan

Integrasi Penyelengg araan Transmigrasi;

1. tJndang-tJndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Petencanaan Pentbanganan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '1.O4, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a21);

2. tJndang-lJndang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Anggatan

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Mengingat

(l,embaran



o

Menetapkan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
7 40, T amb ahan Ir-mb ar an N egar a Republik Indonesia Nomor
6896)

3. Peraturan Pemeintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 20L8;

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 201,8 tentang Koordinasi
dan Integrasi Penyelengg araan Transmigrasil

5. Peraturan Presiden Nomor 6STahun 20'19 tentang Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 52Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nomor L8 Tahltn 2020 tentang Rencana
P emb anganan J angka Me ne ngah Na sional T ahun 2 0 2 0 - 2 0 2 4 ;

7. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2027 tentang
Ke mente ri a n P ercnc anaan P emb angunan Nasi onal ;

8. Peraturan Presiden Nomor 81, Tahun 2021, tentang Badan

P er enc anaan P emb angunan Nasional I

9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang
Pemutakhi r an Renc ana Kerj a Pe me rintah T ahun 2 0 2 4 ;

70. Peratutan Menteri Petencanaan Pembangunan
Nasional/K epala Badan P erencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 201,6 tentang Percncanaan) Pelaksanaan,
P elap or an, P emantauan dan Ev aluasi Kegiatan dan Anggaran;

77. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / K ep ala B adan P ercnc anaan P emb angtnan Na s ional
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P erencanaan P embangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50

TAHUN 201,8 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2078 tentang Koordinasi danlntegrasi
Penyelenggataan Transmigrasi untuk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi, dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum

PERTAMA

dalam
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
terdiri atas Tim Pengarah,PenanggungJawab, Tim Pelaksana, dan
Tenaga Pendukung.

Tim Pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas membenkan arahan kebijakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran
p emecahan atas permasalahan pelaksanaan ke giatan.

PenanggungJawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas:

a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas
serta memberikan masukan arahanbagi pemanfaatan dana
kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 201,8 tentang Koordinasi dan
Integrasi Penyelengg araan Transmigrasi; dan

b. menyampaikan laporun kepada Tim Pengarah mengenai
pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 201,8 tentang Koordinasi dan
Integrasi Penyelengg araan Transmigrasi.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas:

a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun konsep

kebij akan, str ategi dan renc ana kerj a pelaksanaan pr ogr am
dan kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2078 tentang Koordinasi dan
Integrasi Penyelengg araan Transmigrasi;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, dan
konsolidasi dengan kementerian / lemb aga dan pemerintah
daeruh terkait dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi
Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2078 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Trunsmigrasi; dan

c. men)rusun dan menyampaikan laporan kepada Pengaruh
mengenai hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 201,8 tentang
Koordinasi dan lntegrasi Penyelengg araan Transmigrasi.

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas:

a. membantu pelaksanaan tagas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melaksanakan ..
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b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang
dibenkan oleh Tim PeTaksana.

SegalabiayayangdiperlukandalamrungkapelaksanaantugasTim
Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasio nal / Badan

P er enc anaan P emb anganan Na sion al T ahun Anggar an 2 0 2 4 .

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal2Januari 2024.

Drtetapkan diJakarta
pada langgal 28 Februari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

ttd

Sahnan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementeria n P erencanaan P embangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Nasional, r*-

Teni



A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP, 1 2 / I\\4.PPN/HK/O 2 / 20 24
TANGGAL 28 FEBRUAPJ 2024

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretafis Utama
Bappenas.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Regional II, Deputi Bidang
Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas.

7. Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan
Penanggulangan Bencana, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Direktur Regional L, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Direktur Regional III, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian D esa, Pembangunan D aetah
T efiinggal, dan T r ansmigrasi.

7. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan
Kaw asan T r ansmigr asi, Kemente rian D e sa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN

TRANSMIGRASI

Transmigrasi
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Transmigrasi.
8. Sekretaris Direktorat Jenderul

Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Desa, Kementerian Desa, Pembangunan
D aer ah T ertrnggal, dan T r ansmigr asi.

9. Sekretaris Badan Pengembangan Informasi
D esa, D aer ah T ertrnggal, dan Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daetah
T ertinggal, dan T r ansmigra si.

10. Sekretads Badan Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masy arakat Desa, D aerah
T ertrnggal, dan T r ansmigrasi, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
danTransmigrasi.

11. Direktur Perencanaan Perwujudan
Kawasan T r ansmigr asi, D irektor at I ender al
Pembangunan dan Pengembangan
Kaw asan T r ansmigr asi, Kemente rian D e sa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

72. Direktur Pembangunan Kawasan
Transmigrasi, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan

Kaw asan T t ansmtgr asi, Kemente rian D esa,

Pembangunan Daerah TertinggaT, dan
Transmigrasi.

13. Direktur Fasilitasi Penataan Percebaran

Penduduk di Kawasan Transmtgrasi,
Direktorat Jenderal Pembangwan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
Kementerian Desa, Pembangtman D aerah
T efiinggal, dan T r ansmigr asi.

14. Direktur Pengembangan Satuan
Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan
Pengembangan,, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmtgrasi, Kemente rian D esa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

15. Direktur Pengembangan Kawasan
Transmigrasi, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan

Kaw asan T t ansmigt asi, Kemente tian D e sa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

76. Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan

Rencana
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Rencana Pembangunan Desa, Daetah
Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan

Pengembangan Informasi Desa, Daerah
T ertinggal, dan Tr ansmigr asi, Kementerian
Desa, Pembanganan Daerah Tertinggal,
danTransmigrasi.

17. Kepala Pusat Data dan Informasi
Pembangunan Desa,, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Badan Pengembangan
Informasi Desa, Daerah TertinggaT, dan
Transmigrasi, Kementerian Desa,

Pembanganan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

18. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan
dan A4obilitas Spasial, Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan
Wllayah dan Penanggalangan Bencana,

Kementerian Koordinator Btdang
P emb angtxtan Manusia dan Kebuday aan.

1 9. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Deputi Btdang Pembanganan Manusia dan
Kebuday aan, Sekretaris Kabinet.

20. Dtektur Sinkronisasi Urusan Pemerintah
D aer ah (SUPD) IV, Direktor at J enderal Bina
P emb angunan D aer ah, Kementeian D alam
Negeri.

21. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah,
Dtrektorat Jenderal Keuangan Daerah,
Kementedan D alam Negeri.

22. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

23. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementefian
PPN/Bappenas.

24. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP,

Kementerian PPN/Bappenas.

25. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM,
Kementerian PPN/Bappenas.

26. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian
PPN/Bappenas.

27. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas.

28. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.

29. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.

30. Dwita...
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30. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

31,. Diantha Arafi.a, ST, MPPM, Kementerian
PPN/Bappenas.

32. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

33. Yrna ladhrotul Mukaromah, Kementerian
PPN/Bappenas.

34. Mutia Yegadtanti, Kementerian
PPN/Bappenas.

1,. Sabrrna Elsa Dianti, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Syana Nisrina, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Salma Dzalika Rahmadya, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Rana Rifdah lzzati, Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementeria n Perencanaan P embangunan Nasional/
Sekretaris UtamaBadan P emb angunan Nasional, o.-

Teni


